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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Praktek Pemalsuan Label dan Pensertifikatan Halal Oleh Pelaku Usaha
Keripik Sambal Teri di Kota Sibolga dapat disimpulkan bahwa pelaku
usaha keripik sambal teri di Kota Sibolga memalsukan label dan
pensertifikatan halal dengan cara mengambil label dan sertifikat halal
dari internet, selanjutnya pelaku usaha mendownload atau mengambil
gambar label halal dari internet dan mencetaknya pada kemasan produk
keripik sambal teri tanpa izin dari Lembaga sertifikasi resmi, seperti
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Bahkan pelaku
usaha tetap menggunakan label halal dan sertifikat yang sudah

kadaluarsa atau mencantumkan label tanpa memperbaharui proses audit.

5.1.2 Faktor penyebab pelaku usaha keripik sambal teri di Kota Sibolga
melakukan pemalsuan label dan sertifikat halal oleh beberapa hal seperti
kurangnya pengawasan, tingginya persaingan, rendahnya kesadaran
konsumen serta biaya sertifikasi yang tinggi menciptakan lingkungan
yang kondusif bagi praktik pemalsuan label dan sertifikat halal di Kota
Sibolga.

5.1.3 Tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha keripik sambal teri di Kota
Sibolga masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya
semua indikator kesadaran hukum tersebut. Tidak terpenuhinya
indikator kesadaran hukum menjadikan tidak terlaksananya hukum yang
sudah ada di masyarakat dalam hal ini tentang adanya pemalsuan label
dan sertifikat halal di Kota Sibolga. Hal ini disebabkan oleh kurangnya
pemahaman tentang regulasi halal, seperti UU No. 33 Tahun 2014 tentang
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Jaminan Produk Halal, serta minimnya sosialisasi dari pihak berwenang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil akhir penulis dari penelitian, skripsi ini sangat
bermanfaat apabila pelaku usaha mengikuti aturan-aturan tentang
pensertifikatan label halal secara peraturan perundang-undangan dan secara
hukum islam serta meningkatkan kesadaran hukum khususnya dalam ruang
lingkup masyarakat, pelaku usaha begitupun dalam segi peningkatan
sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya label dan sertifikat halal dan
pengawasan yang lebih ketat terhadap produk oleh-oleh lokal khususnya
keripik sambal teri.

Untuk pihak pelaku usaha keripik sambal teri di Kota Sibolga lebih bijak
lagi dalam memahami kewajiban pengurusan label dan sertifikat halal pada
makanan. Bagi para konsumen agar lebih teliti lagi dan berhati-hati dalam
membeli produk makanan agar mengetahui informasi dan kejelasan label

halal pada makanan, supaya terhindar dari makanan yang non halal.
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